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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Da era h sebaga iman a telah diubah ter akhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten t ang Dana 

Perimbangan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

11. Peraturan Pemerin tah Nomor 79 Ta.."'1.un 2005 tenta ng Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelola an Uang Negara/Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenta ng 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Unda n g Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah d engan Pera turan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuanga n Daera h sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 1 Tahun 20 11 ; 

15. Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2 014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pa njang 

Daera h (RPJPD) Kabupa ten Probolinggo Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 

Ta hun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dala m 

Perencanaan Pembangunan; 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah {RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini y ang dimaksud dengan : 

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo. 

4. Keuangan Desa, adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang b erhubungan dengan hak dan 

kewajiban desa tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Desa , a dalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 

dan pengawasan keuan gan desa. 

6. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempa t penyimpanan uang desa yang 

diten tukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada b ank Pemerintah 

yang ditetapkan d en gan Keputusan Kepala Desa. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan p em erintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daera h . 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, 

ad.alah rencan a keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimban gan 

yang diterima Ka bupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
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10. Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

11. Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. 

12. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM, adalah bagian 

dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama 

setiap desa. 

13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP, adalah 

bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan 

hasil penghitungan atas indikator yang ditetapkan. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah Kepala Desa a tau 

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

15. Bendahara, adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan 

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertan&:,aung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan 

pembayaran. 

1 7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen 

yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Rencana Anggaran 

Biaya Desa. 

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 

BUD berdasarkan 8PM. 

19. Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar selun1h pengeluaran daerah pada 

bank yang ditetapkan. 

20. Rekening Kas Umum Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa 

yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa 

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang 

ditetapkan. 
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21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut 

RPJMDesa, adalah r encana kegiatan pembangunan desa untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun. 

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 

penjabaran dari RPJMDesa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

BAB II 

SUMBER ALOKASI DANA DESA 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD setiap t.ahun dalam APBD. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber paling sedikit 

sebesar 1.0% (sepuluh persen) dari dan a perimbangan ya_._-r1g diterirna 

Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi K.husus. 

BAB III 

PENGHITUNGAN ALOKt\SI DANA DESA 

Pasal 3 

(1) Berdasarkan ADD yang diangga.rkan dalam APBD, Bupati menetapkan 

besaran se tiap desa setiap tahun anggaran. 

(2) Setiap tahun Pemerintah Desa mendapatk an ADD yang ditetapkan 

berdasarkan jumlah ADDM dan ADDP menurut nilai bobot desa yang dihitung 

berdasarkan indikator -indikator yang ditetapkan. 

(3) Penghitungan besarnya ADDM d an ADDP sebagaimana dimaksud p ada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan penghitungan: 

a. untuk ADDM = 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD {setelah dikurangi 

Pengha sila n Tetap) Kabupaten dibagi jumlah desa dalam Kabupaten ; 

b. untuk ADDP = 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten x nilai 

bobot desa. 

(4) Pengalokasian ADD se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

mempertirnbangkan: 

a . k ebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 

b . jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan 

tingkat kesulitan geografis Desa. 

{5) Pengha silan Tetap Kepala Desa clan Perangka t Desa dihitung cla n dialokasikan 

sesuai dengan kebutuhan rna sing-rna sing desa. 
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{6) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan 

tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

dihitung dengan bobot : 

a. 30% {tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa ; 

b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah desa; 

c. 50% {lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan. 

(7) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan. 

(8) Besaran ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

a c e 
P x ( {Siltap) + ADDM + (30%x -) + (20%x -) + {50% x -)) x 1KG per desa 

b d f 

Keterangan : 

p 

Siltap 

ADDM 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

!KG 

= Pagu anggaran ADD Kabupaten 

= Jumlah Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa 

= 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD (setelah 

dikurangi Siltap) dibagi jumlah desa dalam Kabupaten 

= jumlah penduduk setiap desa 

jumlah penduduk dalam Kabupaten 

= jumlah luas wilayah desa 

= jumlah luas wilayah Kabupaten 

= jumlah rumah tangga miskin dalam satu desa 

jumlah rumah tangga miskin dalam Kabupaten. 

indeks kesulitan geografis per desa, ditentukan oleh faktor 

yang meliputi : ketersedian pelayanan dasar, Kondisi 

infra struktur, transportasi dan Komunikasi Desa ke 

Kabupaten. 

(9) Da ta Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan 

tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

bersumber dari Ba dan Pusat Statistik. 

(10) Besaran pengalokasian ADD setiap tahun untuk setiap desa sebagaimana 

dimaksud pa da ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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BAB IV 

PENGGUNAAN ALOKA.SI DANA DESA 

Pasal 4 

(1) Penggunaan ADD yang dianggarkan dalam APBDesa digunakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa ; 

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa ; 

e. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 

f. Operasional Pemerin tah Desa ; 

g. Tunjangan dan Operasional BPD; dan 

h. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 

(2) Pengalokasian penggunaan ADD wajib berpedoman pada RPJMDesa dan 

RKPDesa yang diarahkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah. 

(3) Penggunaan ADD selain berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), juga berpedoman pada Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana 

diatur dalam Pedoman Penyusunan APBDesa yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

BABV 

PENYALURAN ALOKAS! DANA DESA 

PasalS 

(1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa. 

(2) Penyaluran ADD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 

pengajuan permohonan Penerbitan SPP dan SPM oleh Bagian Pemerintahan 

Sekretariat Daerah kepada Kepala Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dari pengajuan SPP dan SPM, Kepala 

Pejabat Pengelolaan Keua n gan Daerah menerbitkan SP2D. 

(5) Selanjutnya atas dasar SP2D PT. Bank Jatim memindahbukukan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 
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Pasal 6 

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara 

bertahap pada tahun angaran berjalan dengan ketentuan: 

a. Tahap I pada bulan April sebesar 30% {tiga puluh perseratus) ; 

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 50% (empat puluh perseratus) ; 

c. Tahap III pada bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh perseratus). 

(2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. 

Pasal 7 

Penyaluran dan pencairan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Desa dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Penyaluran ADD untuk tahap I, Pemerintah Desa telah menyampaikan 

APBDesa tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan dan diundangkan 

dalam Lembaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan 

laporan realisasi penggunaan ADD semester akhir Tahun Anggaran 2015; 

b. Penyaluran ADD untuk tahap II, dilakukan apabila Pemerintah Desa telah 

merealisasikan penggunaan ADD tahap I sebesar 80% (delapan puluh 

perseratus) dari ADD yang telah disalurkan dengan melampirkan laporan 

realisasi penggunaan ADD tahap I Tahun Anggaran 2016 beserta rekening 

koran tahap I; 

c. Penyaluran ADD untuk tahap III, dilakukan apabila Pemerintah Desa telah 

merealisasikan penggunaan ADD tahap II sebesar 80% (delapan puluh 

perseratus) dari ADD yang telah disalurkan dengan melampirkan laporan 

realisasi penggunaan ADD tahap II Tahun Anggaran 2016 beserta rekening 

koran tahap II. 

BAB VI 

PENGELOLAAN ADD 

Pasal8 

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, 

sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban 

APBDesa. 

(2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dananya bersumber dari 

ADD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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BAB VII 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD 

Pasal 9 

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, 

sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban 

APBDesa . 

(2) Pertangungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 

disarnpaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat. 

(3) Bentuk Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDesa. 

Pasal 10 

(1) Kepala Desa berkewajiban untuk rnenyampaikan laporan realisasi 

penggunaan ADD yang terintegrasi dengan APBDesa kepada Bupati melalui 

Camat setiap semester. 

(2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan denga..n ketentuan: 

a. Semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 

berjalan ; dan 

b. Semester II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya. 

(3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Camat dan dari Camat 

kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

BAB VIII 

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ADD 

Pasal 11 

{1) Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Probolinggo melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada aparat di tingkat kecamatan 

dan desa. 

(2) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan ADD meliputi : 

a. Pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh ADD; 

b. Pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa; 
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c. Permasalahan, hambatan dan solusi terhadap permasalahan ADD; 

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD. 

(3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan setiap semester, sebelum Kepala Desa menyampaikan laporan 

semester dan realisasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

{4} Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. 

BAB IX 

SANKSI 

Pasal 12 

(1} Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat menunda 

penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi 

penggunaan ADD. 

(2) Dalam hal sampai dengan berakhimya tahun anggaran, ADD yang telah 

disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA} yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administra si 

kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA} . 

(3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak wajar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terjadi karena: 

a . Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman 

umum atau pedoman teknis kegiatan; 

b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito. 

(4) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar 

pengurangan ADD untuk Desa pada tahun anggaran berikutnya. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Pera turan Bupati Probolinggo Nomor 21 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Ka bu paten 

Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan m1 dengan rnen empa tkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pro bolinggo. 

Ditetapkan di Probolinggo 

Pada tanggal 4 -::J?i'\(i?~i ~C>l-6 

BUPATI PROBOLINGGO 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan dalam Beri~a Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 20 16 
,---, ~ 6)/}i,/0/e.t . 41-6 /2 . ~ 

tanggal ..... ::l-: ... rJ•··· ····· ····· ··· .. ............ : ..... Nomor ... .. .. 7, . . .... . Sen r\ 
I ' 

~e~retaris Daerah 

H. M. N AWI. H. M. Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19590527 198503 1 0 19 


